KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah, SWT karena telah selesainya penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2018. Dokumen ini memuat informasi mengenai gambaran umum Provinsi Sumatera Barat, situasi derajat kesehatan, situasi upaya kesehatan, dan situasi sumber daya kesehatan tahun 2018. Profil ini merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melaporkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan, termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Barat.
Profil Kesehatan ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber baik sumber daya data maupun sumber daya manusia. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan saran demi penyempunaannya dimasa mendatang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, dihaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen  ini bermanfaat bagi kita semua.

[image: image7.emf]NO  KABUPATEN  JUMLAH  JUMLAH  LROA  JUMLAH  LROA  AKTIF  %  LROA  AKTIF  JML  KUNJUNGAN  LROA  

PUSKESMAS  

1  Kabupaten Sijunjung  13  8  2  25  101  

2  Kota Payakumbuh  8  5  3  60  97  

3  Kabupaten Padang Pariaman  26  2  1  50  102  

4  Kota Bukittinggi  7  4  3  75  56  

5  Kota  Pariaman  6  4  2  50  39  

6  Kota Padang  23  8  8  100  106  

7  Kota S awahlunto  8  3  2  66,667  42  

8  Kota Padang Panjang  5  6  6  100  176  

9  Kabupaten Solok  19  6  2  33,333  51  

10  Kabupaten Pesisir Selatan  18  6  2  33,333  39  

11  Kabupaten Tanah Datar  22  4  3  75  102  

12  Kabupaten Mentawai  7  4  0  0  87  

13  Kabupaten Agam  21  5  3  60  122  

14  Kabupaten Pasaman  17  8  6  75  92  

15  Kabupaten Pasaman Barat  18  5  2  40  162  

16  Kabupaten 50 Kota  22  8  5  62,5  100  

17  Kabupaten Solok Selatan  9  8  4  50  220  

18  Kabupaten Dharmasraya  13  6  2  33,333  132  

19  Kota Solok  4  4  2  50  151  

         104  58  55,769  4026  

 

   Padang,   Maret 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Barat,

dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS.

                                                                                                         NIP. 19600715 198803 2 005
DAFTAR LAMPIRAN
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	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf dan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap, Dan Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat

Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit

Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit

Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Dan Vaksin Esensial

Jumlah Posyandu Dan Posbindu Ptm* Menurut Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan

Jumlah Tenaga Keperawatan Dan Kebidanan

Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Dan Gizi Di Fasilitas Kesehatan

Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, Dan Keteknisan Medik Di Fasilitas Kesehatan

Jumlah Tenaga Kefarmasian Di Fasilitas Kesehatan

Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan

Cakupan Jaminan Kesehatan  Penduduk Menurut Jenis Jaminan
Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota 

Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kabupaten/Kota
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab, Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Dan Ibu Nifas Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Menurut Kecamatan Dan Puskesmas 

Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur (Hamil Dan Tidak Hamil) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan  Tablet Tambah Darah (TTD) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas

Cakupan Dan Proporsi Peserta Kb Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas

Jumlah Dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan Dan Komplikasi Neonatal, Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas

Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas

Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Penyebab Utama, Kecamatan, Dan Puskesmas

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas

Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas

Bayi Baru Lahir Mendapat Imd* Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (Uci) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

Cakupan Imunisasi Hepatitis B0 (0 -7 Hari) Dan Bcg Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Cakupan Imunisasi Dpt-Hb-Hib 3, Polio 4*, Campak/Mr, Dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota 

Cakupan Imunisasi Lanjutan Dpt-Hb-Hib 4 Dan Campak/Mr2 Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun (Baduta)

Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota 

Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Bb/U, Tb/U, Dan Bb/Tb Menurut Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Kesehatan (Penjaringan) Peserta Didik Sd/Mi, Smp/Mts, Sma/Ma Menurut Kabupaten/Kota
Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kabupaten/Kota
Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak Sd Dan Setingkat Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif  Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan 

Jumlah Terduga Tuberkulosis ,Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, Case Notification Rate (Cnr) Per 100.000 Penduduk

Angka Kesembuhan Dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Penemuan Kasus Pneumonia Balita Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota 
Jumlah Kasus Hiv Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

Jumlah Kasus Dan Kematian Akibat Aids Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota 
Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, Cacat Tingkat 2, Penderita Kusta Anak<15 Tahun 

Jumlah Kasus Terdaftar Dan Angka Prevalensi Penyakit Kusta Menurut Tipe/Jenis, Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Penderita Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/Rft) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Jumlah Kasus Afp (Non Polio) Menurut Kabupaten/Kota
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (Pd3i) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Kejadian Luar Biasa (Klb) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam

Jumlah Penderita Dan Kematian Pada Klb Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kasus Demam Berdarah Dengue (Dbd) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota 
Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Penderita Kronis Filariasis Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota 
Pelayanan Kesehatan  Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dm) Menurut Kabupaten/Kota
Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode Iva Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat  Menurut Kabupaten/Kota
Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Menurut Kabupaten/Kota
Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan 

Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kabupaten/Kota
Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm)  Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota 
Desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat
Persentase tempat-tempat umum (ttu) memenuhi syarat kesehatan menurut kabupaten/kota
Tempat pengelolaan makanan (tpm)  memenuhi syarat kesehatan menurut kabupaten/kota


BAB I 
PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Program prioritas Pembangunan Kesehatan pada periode 2015 – 2019 dilaksanakan melalui Program Indonesia Sehat dengan mewujudkan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Upaya mewujudkan paradigma sehat ini dilakukan melalui pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pendekatan, kebijakan, dan strategi program yang tepat serta sasaran yang jelas. Agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upaya-upaya pembangunan kesehatan diselenggarakan secara terintegrasi sejak dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Sasarannya pun difokuskan kepada keluarga, dengan dihidupkannya kembali “Pendekatan Keluarga”. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan menuju arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat.  

Profil Kesehatan ini juga merupakan pemenuhan hak terhadap akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Upaya peningkatan kualitas Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terus dilakukan, baik ketepatan waktu, validitas, kelengkapan, dan konsistensi data, serta kecepatan penerbitan Profil Kesehatan ini sehingga pemanfaatannya akan lebih optimal.

Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang cukup  komprehensif ini disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang ada. Sumber data diperoleh dari unit teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik berupa data rutin maupun hasil dari survei atau sensus. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2018 ini menyajikan data dan informasi tentang Demografi, Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, serta Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu Kabupaten /Kota dengan Kabupaten /Kota lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya. 

Selain dalam bentuk cetakan, Buku Profil Kesehatan ini tersedia dalam bentuk soft copy yang dapat diunduh melalui website www.dinkes.sumbarprov.go.id. Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran  kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang. Profil kesehatan ini merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan yang masih jauh dari kondisi ideal. Berbagai masalah klasik masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan seperti data yang belum satu pintu,  kegiatan pengelolaan data dan informasi yang belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam  satu mekanisme kerjasama yang baik.

Buku Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang pembuatan Profil dan sistimatika penulisan Profil Dinas Kesehatan.
BAB II. GAMBARAN UMUM.

Bab ini menyajikan gambaran umum tentang uraian tentang letak geografis, administrasi, dan informasi umum lainnya yang berhungan dengan kesehatan, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya kesehatan seperti kependudukan, prilaku penduduk, perekonomian.

BAB III. SITUASI DERAJAT KESEHATAN
Bab ini berisi uraian  situasi derajat kesehatan yang meliputi berbagai indikator derajat kesehatan, diantaranya angka kematian, angka kematian dan angka status gizi masyarakat
BAB IV. SITUASI UPAYA KESEHATAN.

Bab ini menggambarkan  hasil-hasil capaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, akses dan mutu  pelayanan kesehatan, prilaku hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan.
BAB V. SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

Bab ini menguraikan tentang sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan.
BAB VI.KESIMPULAN

Bab ini merupakan rangkuman dari buku profil ini yang berisi sajian penting tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk penyusunan rencana kerja kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Selain keberhasilan bab ini juga mengemukakan hal-hal yang dianggap masih kurang dan perlu perhatian untuk tahun yang akan datang.
LAMPIRAN

Pada lampiran ini berisi tabel pencapaian program kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan 77 tabel data kesehatan.





BAB II
GAMBARAN UMUM
2.1. Geografi

Sumatera Barat yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera  mempunyai letak geografis yang strategis antara kawasan  sebelah utara dan kawasan timur pulau Sumatera dengan pulau Jawa di sebelah selatan. Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas 42.229.730 km2 dengan topografi yang datar dan bergelombang  sampai  bergunung yang merupakan bagian dan jajaran pegunungan Bukit Barisan  dengan luas perairan laut diperkirakan ± 186.500 Km2. 

Batas wilayah Provinsi Sumatera Barat terletak disepanjang pinggiran  pantai barat pulau Sumatera  yang berada antara 0 - 54’ Lintang Utara sampai 3 - 30’ Lintang Selatan serta antara 98 36’ sampai 101 53’ Bujur  Timur. Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 kabupaten/kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) diantaranya  Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6.001,00 Km2 atau sekitar 14,21 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,00 Km2 (0,05 %). Provinsi Sumatera Barat terletak di sebelah barat pulau Sumatera dan sekaligus berbatasan langsung dengan  Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera barat

Iklim Sumatera Barat tergolong iklim tropis dengan rata-rata suhu 25,5 derajat Celcius dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,17 % dengan tekanan udara rata-rata berkisar 997,03 mb.  

A. KEADAAN DEMOGRAFI


Sesuai dengan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk yang dirujuk dari buku Sumatera Barat Dalam Angka Provinsi Sumatera Barat  pada tahun 2018 tercatat sebesar 5.321.489 jiwa, sedangkan menurut data yang di dapatkan  profil kesehatan kabupaten/kota tahun 2018 sebesar 5.391.507 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 31  jiwa per km2 (tabel 1).  jiwa per kilometer persegi. Kepadatan tertinggi terdapat di Kota Bukittinggi yaitu sebesar 5.103 jiwa per kilometer persegi


Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan pada Sumatera Barat relatif seimbang. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah 49,7 %. Sementara itu, penduduk perempuan adalah 50.3%. Perbandingan yang relatif seimbang ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. 
B. ADMINISTRASI

 

Provinsi Sumatera Barat mempunyai wilayah administrasi terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten dan  7  (tujuh)  Kota, dengan 179 kecamatan, jumlah nagari sebanyak 803 nagari, 231 kelurahan, 126 desa dan 4.245 jorong * (SDBA).

C. KEADAAN LINGKUNGAN DAN PERILAKU 


FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KESEHATAN Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan World Health Organization (WHO, 2015) . Menurut Hendrik L.Blum ada 4 faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat atau perorangan. Faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
1.6.1. LINGKUNGAN Lingkungan memiliki pengaruh yang dan peranan terbesar diikuti perilaku, fasilitas kesehatan dan keturunan. Lingkungan sangat bervariasi, umumnya digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu yang berhubungan dengan aspek fisik dan sosial. Lingkungan yang berhubungan dengan aspek fisik contohnya sampah, air, udara, tanah, ilkim, perumahan, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan hasil interaksi antar manusia seperti kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya
 1.6.2. PERILAKU Perilaku merupakan faktor kedua yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu, juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, pendidikan sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya
1.6.3. PELAYANAN KESEHATAN Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh lokasi, apakah dapat dijangkau atau tidak. Yang kedua adalah tenaga kesehatan pemberi pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan serta program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan. 1.6.4. KETURUNAN/GENETIK Keturunan (genetik) merupakan faktor yang telah ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir, misalnya dari golongan penyakit keturunan seperti diabetes melitus dan asma bronehial. Tetapi keturunan hanya mempengaruhi sekitar 10% dari status kesehatan didalam masyarakat
BAB III
SITUASI DERAJAT KESEHATAN

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator yang digunakan untuk memantau derajat kesehatan sekaligus sebagai evaluasi keberhasilan pelaksanaan program. Untuk menilai derajat kesehatan tersebut digunakan beberapa indikator, yaitu Mortalitas (kematian), Status Gizi dan Morbiditas (kesakitan).
Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor
 tersebut  tidak hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, dan faktor lainnya.
Pada prinsipnya pembangunan kesehatan telah menunjukkan suatu keberhasilan dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan tersebut perlu dilakukan analisis situasi dan kecenderungan di masa mendatang.

3.1. Angka Kematian

a. Jumlah  Kematian Bayi

Menurut WHO.Angka kematian bayi adalah jumlah kematian  bayi dalam 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Menurut data WHO tahun 2015 angka kematian bayi di indonesia adalah 27 per 1000 kelahiran hidup.di sumatera barat berdasarkan data yang didapatkan dari kabupaten kota tahun 2018 ,didapatkan jumlah kematian bayi dalam 28 hari kehidupan adalah 556 kematian 
b. Jumlah Kematian Ibu di Prov. Sumatera Barat tahun 2018
Jumlah Kematian ibu tahun 2018 sebanyak 111 orang, Menurun dibandingkan dengan  tahun 2017  yang berjumlah 113. Namun meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 108, dengan penyebab kematian akibat perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan, Angka kematian ibu untuk Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah 111/92.935 kali 100.000 = 119,44.  

c. Lahir Mati 
Lahir mati adalah keadaan kematian bayi yang terjadi setelah kehamilan 20 minggu atau lebih. Dari laporan yang didapat dari kabupaten kota didapatkan kasus bayi lahir mati pada tahun 2018 sebesar 701, tahun 2017 sebesar 587 orang dan pada tahun 2016 ada 607 kasus.
 Kematian postnatal (usia 29 hari - 11 bulan) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018  sebanyak  121 orang, dengan penyebab kematian karena Pneumonia 11 kasus, diare 9 kasus DBD 2 kasus dan lainnya 99 kasus. Tahun 2017  sebanyak 119  orang, dengan penyebab kematian karena Pneumonia,11 kasus, diare 3 kasus, DBD 2 kasus, lainnya 103  kasus. Kematian post natal (usia 29 hari - 11 bulan) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016  sebanyak  163 orang, dengan penyebab kematian karena Pneumonia 9  kasus, diare 7 kasus DBD 3 kasus lainya 144 kasus

3.2 Angka Kesakitan

Morbiditas dapat diartikan sebagai angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat.

1. Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis 

Jumlah kasus TB di Indonesia menurut Laporan WHO tahun 2015, diperkirakan ada 1 juta kasus TB baru pertahun (399 per 100.000 penduduk) dengan 100.000 kematian per tahun (41 per 100.000 penduduk). Diperkirakan 63.000 kasus TB dengan HIV positif (25 per-100.000 penduduk). Angka Notifikasi Kasus (Case Notification Rate/ CNR) dari semua kasus, dilaporkan sebanyak 129 per 100.000 penduduk. Jumlah seluruh kasus 324.539 kasus, diantaranya 314.965 adalah kasus baru. 

Secara nasional perkiraan prevalensi HIV diantara pasien TB diperkirakan sebesar 6,2%. Jumlah kasus TB-RO diperkirakan sebanyak 6700 kasus yang berasal dari 1,9% kasus TB-RO dari kasus baru TB dan ada 12% kasus TB-RO dari TB dengan pengobatan ulang.

2. Pencegahan dan Penanggulangan ISPA Penumonia

Capaian P2 ISPA Pneumonia Sumatera Barat Tahun 2018 belum sesuai dengan Indikator Program secara Nasional. Adapaun hasil capaian tersebut terlihat pada Grafik dibawah ini
Grafik 5.23. Grafik Cakupan dan Kelengkapan Pneumonia Kab/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2018
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Cakupan Sumatera Barat sebanyak 55,36% lebih rendah dari cakupan Nasional sebanyak 100% dan sedikit meningkat dari hasil tahun 2017 yaitu sebesar 51,63%. Baru 2 Kab/Kota yang telah mencapai target cakupan pneumonia 100% yaitu Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyampaian laporan secara tepat waktu belum sepenuhnya dilakukan. Presentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana sesuai standar telah tercapai 100%. 

3. Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS 

Dari hasil sero surveilans maupun Surveilens Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) pada populasi beresiko tahun 2015 diketahui bahwa prevalensi HIV diatas 5% bahkan pada kelompok LSL prevalensinya terus meningkat. Hal ini menunjukkan pola epidemi HIV AIDS di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya masih terkonsentrasi. 

Pada tahun 2018, ditemukan 347 kasus baru AIDS di Sumatera Barat tersebar di 19 kab/kota. Sehingga jika dikumulatifkan sampai tahun 2018 ini tercatat 2188 penderita AIDS di Sumatera Barat. Jumlah penderita per kab/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
4. Pencegahan dan Penanggulangan Diare & Hepatitis 

Capaian Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Cerna (Diare dan Hepatitis) terlihat seperti grafik dan tabel berikut ini:
Tabel 5.12. Jumlah Kunjungan ke Layanan Rehidrasi Oral Aktif di Sumatera Barat 2018
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1  Kabupaten Sijunjung  13  8  2  25  101  

2  Kota Payakumbuh  8  5  3  60  97  

3  Kabupaten Padang Pariaman  26  2  1  50  102  

4  Kota Bukittinggi  7  4  3  75  56  

5  Kota  Pariaman  6  4  2  50  39  

6  Kota Padang  23  8  8  100  106  

7  Kota S awahlunto  8  3  2  66,667  42  

8  Kota Padang Panjang  5  6  6  100  176  

9  Kabupaten Solok  19  6  2  33,333  51  

10  Kabupaten Pesisir Selatan  18  6  2  33,333  39  

11  Kabupaten Tanah Datar  22  4  3  75  102  

12  Kabupaten Mentawai  7  4  0  0  87  

13  Kabupaten Agam  21  5  3  60  122  

14  Kabupaten Pasaman  17  8  6  75  92  

15  Kabupaten Pasaman Barat  18  5  2  40  162  

16  Kabupaten 50 Kota  22  8  5  62,5  100  

17  Kabupaten Solok Selatan  9  8  4  50  220  

18  Kabupaten Dharmasraya  13  6  2  33,333  132  

19  Kota Solok  4  4  2  50  151  

         104  58  55,769  4026  

 


Berdasarkan Grafik dan Tabel diatas, terlihat bahwa belum semua Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA) berjalan optimal di Puskesmas, karena baru 55,77% yang berfungsi dengan baik dan begitu pula layanan ini baru dimanfaatkan untuk 4.206 kunjungan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain komitmen dari pengambil kebijakan maupun petugas pelaksana masih kurang, belum semua puskesmas memiliki LROA dikarenakan LROA Kit yang ada merupakan pengadaan pusat sementara daerah tidak menganggarkan hal tersebut dan petugas belum semuanya tersosialisasi untuk pemanfaatan Klinik LROA serta pencatatan dan pelaporannya.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Kusta
Salah satu jenis penyakit menular adalah Neglected Tropical Diseases (NTD). Hingga saat ini, NTD termasuk diantaranya kusta dan frambusia memiliki permasalahan, antara lain keterbatasan sumber daya, adanya stigma buruk di masyarakat, dan berhubungan dengan kemiskinan. Saat ini, dalam upaya penganggulangan Kusta dan Frambusia, sudah terbentuk Aliansi Nasional Eliminasi Kusta (ANEK) dan Aliansi Daerah Eliminasi Kusta (ADEK).
Capaian P2 Kusta Sumatera Barat Tahun 2018 belum sesuai dengan Indikator Program secara Nasional. Adapaun hasil capaian tersebut terlihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini.
1) Meningkatnya deteksi dini terhadap kasus PD3I

a) AFP Rate 2/100.000 anak usia ≥ 15 Tahun

Indikator AFP Rate Sumatera Barat sudah mencapai target yaitu 2.88 per 100.000 anak < 15 th (target 2/100.000 anak < 15 th). Dari 19 Kab/Kota terdapat 5 Kab/Kota yang tidak mencapai target seperti : Kabupaten Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. Mentawai dan Kab. Dharmasraya.
b) Discarded kasus campak > 2/100.000 Penduduk

Capaian Kinerja discarded rate campak tahun 2018, Provinsi Sumatera Barat belum mencapai target yaitu 0.57/ 100.000 pddk (target 2/100.000 pddk). Hanya 3 Kabupaten Kota yang yang telah mencapai target discarded rate > 2/100.000 yaitu Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto.

c) Persentase specimen adekuat (> 80%)

Capaian kinerja provinsi Sumatera Barat unuk specimen adekuat sudah mencapai target yaitu 89,1%. 

d). Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan surveilans PD3I

Semua Kab/Kota melaksanakan surveilans PD3I. Sesuai dengan target global tahun 2020 dunia akan bebas dari virus polio liar dan virus turunan vaksi, eliminasi campak dan reduksi Rubella. Sehingga dengan adanya sistem surveilans PD3I ini semua kasus PD3I yang muncul dapat segera diatasi dan dikendalikan.
6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria

Kab/Kota yang telah mencapai eliminasi malaria sebanyak 16 kab/kota. Kota Sawahlunto diupayakan eliminasi malaria pada Tahun 2019. Sebanyak 18 Kab/Kota di Sumatera Barat sudah API <1 per 1000 penduduk). Hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum mencapai target, dimana API Kab Mentawai 3 per 1000 penduduk. 

7. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah

CFR pada tahun 2007 adalah 1.10 (2.189 kasus meninggal 24) dan pada tahun 2016 adalah 1 (2.311 kasus meninggal 10). Sementara untuk tahun 2018 CFR Sumatera Barat 0,23 (2.203 kasus, meninggal 5). CFR ini merupakan indikator keberhasilan upaya penanggulangan kasus, 
Tabel 5.4. Endemisitas DBD Kab/Kota di Sumatera Barat 
	NO
	KABUPATEN/KOTA
	DAERAH
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Padang
	Endemis
	1074
	911
	608
	699

	2
	Pariaman
	Endemis
	156
	119
	82
	73

	3
	Bukittinggi
	Endemis
	109
	121
	70
	102

	4
	Padang Panjang
	Endemis
	42
	71
	19
	21

	5
	Kota Solok
	Endemis
	97
	98
	44
	79

	6
	Sawahlunto
	Endemis
	170
	208
	180
	33

	7
	Payakumbuh
	Endemis
	31
	108
	65
	37

	8
	Pesisir Selatan
	Endemis
	166
	236
	159
	157

	9
	Padang Pariaman
	Endemis
	172
	181
	77
	97

	10
	50 Kota
	Endemis
	190
	234
	215
	39

	11
	Agam
	Endemis
	331
	461
	140
	205

	12
	Sijunjung
	Endemis
	238
	117
	141
	86

	13
	Kab. Solok
	Endemis
	196
	184
	95
	140

	14
	Tanah Datar
	Endemis
	395
	253
	230
	156

	15
	Pasaman
	Endemis
	101
	141
	68
	57

	16
	Pasaman Barat
	Endemis
	78
	102
	43
	74

	17
	Solok Selatan
	Endemis
	57
	152
	112
	102

	18
	Dharmasraya
	Endemis
	168
	276
	60
	44

	19
	Kep. Mentawai
	Endemis
	24
	12
	1
	2

	
	JUMLAH
	
	3795
	3985
	2409
	2203


8. Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM)
a) Cakupan Hipertensi

Jumlah kasus penyakit hipertensi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 130.991 kasus. Kasus terbanyak di Kab.Solok sebanyak 21.907 kasus. Cakupani hipertensi Sumatera Barat masih berada di bawah angka Riskesdas 2013 yaitu 16,32 %.
b). Diabetes Militus
Jumlah kasus diabetes militus di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 33.625 kasus. Kasus terbanyak di Kota Padang sebanyak 5.252 kasus. Prevalensi DM Sumatera Barat di atas angka nasional yaitu sebesar 13,72%.
c). Jantung Koroner
Jumlah penderita Payah Jantung Koroner di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 11.072 kasus. Kasus terbanyak di Kab.Tanah Datar sebanyak 2.818 kasus. Persentase penderita Payah Jantung Koroner di Sumatera Barat sebesar 0,31%.
d). Obesitas
Jumlah penderita Obesitas di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 42.016 kasus. Kasus terbanyak di Kota Padang sebanyak 13.541 kasus. Persentase penderita Obesitas di Sumatera Barat sebesar 1,18%.
e). Stroke
Jumlah penderita Stroke di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 8.557 kasus. Kasus terbanyak di Kota Padang sebanyak 1.893 kasus. Persentase penderita stroke di Sumatera Barat sebesar 0,24%.
f). Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Riskesdas Tahun 2013, didapatkan angka prevalensi gangguan jiwa emosional (gejala – gejala depresi dan ansietas) usia 15 tahun keatas sebesar 6 % untuk Angka Nasional, sedangkan Provinsi Sumbar 13,9 % atau kira-kira sebesar  465.177 orang mengalami gangguan mental emosional.  Untuk gangguan jiwa berat seperti, gangguan psikosis, prevalensinya 1,7 per 1000 jiwa penduduk untuk angka nasional,  sementara angka Provinsi Sumbar sebesar estimasi gangguan jiwa berat di Provinsi Sumbar adalah 6.709 orang dari 3.346.601 penduduk Provinsi Sumbar yang berusia di atas 15 tahun sebagai usia produktif
BAB IV 

SITUASI UPAYA KESEHATAN
Upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. Sedangkan upaya kesehatan perseorangan adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
4.1. Pelayanan Kesehatan 
a. Cakupan Kunjungan K1 dan K4
Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanna kesehtaan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlahsasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahuin. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit emapat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

b. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
Cakupan KN1 di Sumatera Barat tahun 2018  berdasarkan laporan rutin dari kabupaten kota telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 85,96 % dari target 85 %. Cakupan KN1 pada tahun 2017 adalah 85,99% dan KN1 tahun 2016 adalah 84,35 %. Berdasarkan data tahun 2018, Cakupan Kunjungan Neonatus  Pertama (KN1) tertinggi adalah kota Pariaman  (98,72 %), dan terendah adalah Kabupaten Mentawai (60,11 %). Ada 9 (Sembilan ) Kab/Kota yang cakupannya di bawah target yaitu, Kabupaten Limapuluh kota 82,69 %, Kabupaten Sijunjung 81,13, Kabupaten Solok Selatan, 80,65 Kota Sawahlunto 80,42 %, Kab Pasaman Barat (76,55%), Kab Agam (76,1%), Kab Dharmasraya (70,62%), Kab Pasaman 76,2 % dan Kep Mentawai (60,11 %). 

c. KF1 dan KF3

Kunjungan ibu nifas pertama (KF1) Untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar 82,05 % sedangkan pada tahun 2017 82,7 % dan pada tahun 2016  67,32.Angka ini belum bisa mencapai target. Yaitu 83%. Untuk Kabupaten kota 2018 didapatkan Cakupan tertinggi Untuk KF1 ada di Kota Pariaman dengan capaian 95,06 % dan terendah di Kab. Kepulauan Mentawai dengan capaian 57,44%
Kunjungan  nifas ketiga (KF3) dari data tahun 2018 didapatkan   sebesar 79,26 %, dan tahun 2017 79,8 % dan pada tahun 2016 64,92%. Angka yang  didapatkan  ini dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 83% untuk KF1 dan KF3. Untuk KF3 Capaian tertinggi dicapai  kota Padang Panjang dan capaian terendah pada Kabupaten kepulauan Mentawai dengan capaian 50,39%. 
d. Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap 

Cakupan kunjungan neonatus lengkap pada tahun 2018 untuk Sumatera Barat didapatkan 83,72 %,Lebih baik dari cakupan tahun 2017 83,58 % dan 2016 dengan cakupan 72,71 %. Namun  masih dibawah target Nasional untuk  KN lengkap yaitu 85 %.
e. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

Hasil pelayanan penanganan neonatuskomplikasi tahun 2018 menunjukkan capaian 33,16 %.sedangkan 2017 menunjukkan pencapaian cakupan sebesar  33,94%  dan tahun 2016  cakupan sebesar 30,37%. 
f. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2018 adalah 80,22 ,dengan target 86 %. Sedangkan Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2017 adalah 84,63 % dan capaian tahun 2016 sebesar 87,51 %. Cakupan tertinggi di  3 (tiga) kab/kota yang mencapai 100% yaitu kota Bukittinggi, Kota Padang dan kab Lima Puluh Kota dan terendah di Kab. Kep Mentawai ( 31,16%). 
g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2018 adalah  52,47%, Cakupan pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2017 adalah 66,86%, dan capaian tahun 2016 sebesar 64,77%%,anka capaian ini dibawah target cakupan pelayanan kesehatan balita yang ditetapkan sebesar 81 %.  
h. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan

Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah proporsi kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan terhadapjumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah pada periode tertentu x 100%. Kasus balita gizi buruk dirawat tahun 2016 sebanyak 411 kasus dan tahun 2017 turun menjadi 361 kasus, sedangkan tahun 2018 naik lagi menjadi 376 kasus. Berdasarkan distribusi penyebaran kasus tahun 2018,  kasus balita gizi buruk tertinggi di kota Padang (61 orang) dan terendah Kota Padang Panjang (0 orang) yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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i. Persentase balita yang ditimbang berat badannya
Persentase D/S balita 0-59 bulan 29 hari adalah proporsi balita 0-59 bulan 29 hari yang ditimbang terhadap balita 0-59 bulan 29 hari yang berasal dari seluruh Posyandu yang melapor di suatu wilayah pada periode tertentu x 100%. Pada tahun 2018 target Persentase balita yang ditimbang berat badannya ditetapkan sebesar 87% dengan realisasi sebesar 80,28% (belum mencapai target). Ada 5 (lima) Kabupaten/kota yang memenuhi target pencapaian adalah : Payakumbuh (97,60%, Padang Pariaman (90,79%), Sijunjung (88,81%), Pesisir Selatan (88,08%) dan Solok Selatan (87,12%), 
j. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
Persentase bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif adalah proporsi bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari mendapat ASI Eksklusif 6 bulan terhadap jumlah seluruh bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari yang datang dan tercatat dalam register pencatatan/Buku KIA/KMS di suatu wilayah pada periode tertentu x 100%. Pada tahun 2018 target Persentase bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif ditetapkan sebesar 47% dengan realisasi sebesar 68,11% (mencapai target). Semua kabupaten/kota yang memenuhi target pencapaian kecuali Kota Padang Panjang (41,78%) seperti grafik berikut ini. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 75,6% dan tahun 2017 sebesar 68,3%, maka realisasi tahun 2018 (68,1%) mengalami penurunan seperti  grafik berikut ini.
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k. Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium
Pada tahun 2018 target Persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodiumditetapkan sebesar95% dengan realisasi sebesar 97,65% (mencapai target). Ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang tidak memenuhi target pencapaian yaitu Mentawai (94,70%), Bukittinggi (94,11%) dan Tanah Datar (91,38%) seperti grafik berikut ini. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 95,4% dan tahun 2017 sebesar 96,2%, maka realisasi tahun 2018 (97,7%) mengalami kenaikan seperti  grafik berikut ini.
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l. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A
Pada tahun 2018 target Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin Aditetapkan sebesar89% dengan realisasi sebesar 85,92% (belum mencapai target). Hanya ada 9 (sembilan) kabupaten/kota yang memenuhi target pencapaian yaitu Agam (99,8%), Solok Selatan (99,55%), Sijunjung (99,53%), Tanah Datar (98,93%), Kab. Solok (97,58%), Padang Pariaman (96,99%), Payakumbuh (95,38%), Dhramasraya (94,48%) dan Pesisir Selatan (92,67%) seperti grafik berikut ini.
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 88,4% dan tahun 2017 sebesar 87,2%, maka realisasi tahun 2018 (85.9%) mengalami penurunan seperti  grafik berikut ini
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m. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa Kehamilan
Pada tahun 2018 target Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa Kehamilanditetapkan sebesar95% dengan realisasi sebesar 79.93% (belum mencapai target). Hanya ada 2 (dua) kabupaten/kota yang memenuhi target pencapaian yaitu Pariaman (97,28%) dan Payakumbuh (96,75
n. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat Makanan Tambahan
Pada tahun 2018 target Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan ditetapkan sebesar80% dengan realisasi sebesar 95,22% (sudah mencapai target). Hanya ada 1 (satu) kabupaten/kota yang belum memenuhi target pencapaian yaitu Dharmasraya (77,63%) 
o. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
Pada tahun 2018 target Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahanditetapkan sebesar85% dengan realisasi sebesar 89,95% (sudah mencapai target). Masih ada 5 (lima) kabupaten/kota yang belum memenuhi target pencapaian yaitu Tanah Datar (79,21%), Pasaman Barat (79,09%), Sawahlunto (76,69%), Solok (61,67%) dan Agam (61,09%) seperti grafik berikut ini.

p. Persentase remaja puteri mendapat TTD
Pada tahun 2018 target Persentase remaja puteri mendapat TTD ditetapkan sebesar25% dengan realisasi sebesar 33,02% (sudah mencapai target). Masih ada 6 (enam) kabupaten/kota yang belum memenuhi target pencapaian yaitu Padang (23,62%), Pasaman Barat (18,38%), Pasaman (10,13%), Mentawai (6,65%) dan 50 Kota (2,75%) 
q. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A
Pada tahun 2018 target Persentase ibu nifas mendapat mendapat kapsul vitamin A ditetapkan sebesar82% dengan realisasi sebesar 79,19% (belum mencapai target). Hanya ada 8 (delapan) kabupaten/kota yang sudah memenuhi target pencapaian yaitu pariaman (95,05%), Padang Panjang (93,81%), Padang (93,23%), Bukittinggi (92,10%), Payakumbuh (91,81%), Padang Pariaman (91,52%), Solok (88,29%) dan  Pesisir Selatan (85,61%) seperti grafik berikut ini.

r. Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD
Pada tahun 2018 target Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD ditetapkan sebesar47% dengan realisasi sebesar 79,24% (sudah mencapai target). Hanya ada 1 (satu) kabupaten/kota yang belum memenuhi target pencapaian yaitu Dharmasraya (42.13%) 
s. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (berat badan < 2500 gram)
Pada tahun 2018 target Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (berat badan < 2500 gram)ditetapkan sebesar6,5% dengan realisasi sebesar 2,06% (sudah mencapai target). Semua kabupaten/kota yang pencapaiannya sudah dibawah target 
t. Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya
Pada tahun 2018 target Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya ditetapkan sebesar87% dengan realisasi sebesar 82,26% (belum mencapai target). Hanya ada 6 (enam) kabupaten/kota yang pencapaiannya sudah memenuhi target yaitu Padang (91,27%), Pasaman Barat (90,44%), Solok Selatan (89,37%), Padang Pariaman (89,15%), Pesisir Selatan (88,35%) dan Payakumbuh (87,09%) seperti grafik berikut ini.
u. Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya (T)
Pada tahun 2018 target Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya ditetapkan sebesar6% dengan realisasi sebesar 14,06% (belum mencapai target). Hanya ada 1 (satu) kabupaten/kota yang pencapaiannya sudah memenuhi target yaitu Pasaman Barat (6,20%) 
v. Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut  (2T)
Pada tahun 2018 target Persentase balita 2T ditetapkan sebesar2,0% dengan realisasi sebesar 2,6% (belum mencapai target). Sebagian besar 10 (satu) kabupaten/kota yang pencapaiannya sudah memenuhi target yaitu Solok Selatan (0,29%), Padang Pariaman (0,84%), Padang (0,97%), Agam (1,30%), Pesisir Selatan (1,55%), Pasaman Barat (1,57%), Solok (1,75%), Payakumbuh (1,87%), Pariaman (1,89%) dan Kab. Solok (1,98%)%) 
w. Persentase balita di Bawah Garis Merah (BGM)
Pada tahun 2018 target Persentase balita BGM ditetapkan sebesar0,4% dengan realisasi sebesar 0,63% (belum mencapai target). Hanya ada 5 (lima) kabupaten/kota yang pencapaiannya sudah memenuhi target yaitu Solok (0,12%), Solok Selatan (0,16%), Padang (0,28%), Pasaman (0,36%) dan Agam (0,37%) seperti grafik berikut ini.

x. Persentase ibu hamil anemia
Pada tahun 2018 target Persentase ibu hamil anemiaditetapkan sebesar20% dengan realisasi sebesar 17.38% (sudah mencapai target). Hanya ada 6 (enam) kabupaten/kota yang pencapaiannya belum memenuhi target yaitu Pasaman Barat (20,48%), 50 Kota (24,77%), Padang Panjang (28,49%), Dharmasraya (34,55%), Pesisir Selatan (35,85%) dan Pasaman (46,22%) 
y. Status Gizi Balita berdasarkan Riskesdas 2007 – 2018 

Berdasarkan hasil Riskesdas 2007 – 2018 diketahui prevalensistatus gizi balita provinsi Sumatera Barat berdasarkan 3 (tiga)  indeks ; BB/U, TB/U dan BB/TBdisajikan dalam tabel   berikut ini :

Status Gizi Balita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

berdasarkan Riskesdas Tahun 2007 – 2018

	Tahun
	BB/U, Buruk Kurang <10%
	TB/U, Sangat pendek, Pendek <20%
	BB/TB, Sangat Kurus, Kurus <5%

	
	Sumbar
	Nasional
	Sumbar
	Nasional
	Sumbar
	Nasional

	2007
	19,9
	18,4
	36,8
	36,5
	15,3
	13,6

	2010
	17,2
	17,9
	32,7
	35,6
	8,2
	13,3

	2013
	18,9
	21,2
	39,2
	37,2
	12,6
	12,1

	2018
	19,6
	17,7
	30,0
	30,8
	11,3
	10,2


z. Status Gizi Balita dan Baduta berdasarkan Pemantauan Status Gizi (2015-2017) 

Berdasarkan hasil PSG 20015 – 2017  diketahui prevalensistatus gizi Balita provinsi Sumatera Barat berdasarkan 3 (tiga)  indeks ; BB/U, TB/U dan BB/TBdisajikan dalam tabel   berikut ini :
Status Gizi Balita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

berdasarkan PSG Tahun 2015 – 2017

	Tahun
	BB/U, Buruk Kurang <10%
	TB/U, Sangat pendek, Pendek <20%
	BB/TB, Sangat Kurus, Kurus <5%

	
	Sumbar
	Nasional
	Sumbar
	Nasional
	Sumbar
	Nasional

	2015
	17,3
	18,3
	27,6
	29,0
	9,6
	12,0

	2016
	16,0
	17,8
	25,5
	27,5
	8,9
	11,1

	2017
	17,5
	17,9
	30,6
	29,6
	10,1
	9,6


BAB V 

SITUASI SUMBER DAYA  KESEHATAN

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu merupakan hal yang penting.
Sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki sampai saat ini di Sumatera Barat yaitu Puskesmas sebanyak 268 unit (Puskesmas Rawatan 105 unit, Pukesmas Non Rawatan 163 unit), Puskesmas Pembantu 926 unit, Puskesmas Keliling  207 unit, Ambulan 138. Untuk sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan saat ini telah ada 71 unit dengan perincian:

a. Rumah Sakit Pemerintah termasuk Rumah Sakit TNI/Polri 31 Buah (RS Umum Pusat/ Pemerintah Daerah/Prov/Kab/Kota 24 buah, Rumah Sakit Khusus Pemerintah buah unit dan Rumah Sakit TNI/Polri 4 buah). 

b. Rumah Sakit Swasta sebanyak 40buah  meliputi Rumah Sakit Umum 16buah dan Rumah Sakit Khusus 24buah.

c. Jumlah Puskesmas sebanyak 275 buah dengan rincian :

· Rawatan : 101 buah 

· Non Rawatan 174 buah 

Untuk upaya kesehatan perorangan Sumatera Barat telah mempunyai beberapa unggulan RS seperti RSUP Dr.M.Djamil Padang sebagai unggulan Pelayanan Jantung untuk Sumatera Bagian Tengah, dijadikannya RSUP Bukittingi sebagai Rumah Sakit Pusat Stroke Nasional. Sedangkan RSAM Bukittinggi untuk unggulan pelayanan Orthopedy dan Tympanoplasty, RSJ.HB Saanin Padang dengan pelayanan ketergantungan obat dan Napza.
Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana  Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai SUB REGIONAL dalam penanggulangan bencana dengan mendapat peralatan penuh seperti perlengkapan RS lapangan mobil klinik, mobil ambulance, obat-obatan, kendaraan operasional dan logistik lainnya. Khusus di kantor Dinas Kesehatan Propinsi sudah ada bangunan Pos Komando(Posko) Penanggulangan Bencana yang dilengkapi sarana komunikasi seperti Fax,Telepon, Radio komunikasi 2 (dua) meter band, Handy Talky dan SSB. 
a) Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pada Tahun 2018 melebihi target, dari target225 puskesmas dengan capain puskesmas yang melaksanakan pelayanan sesuai standar 247 puskesmas (109,8%). 
b) Rumah Sakit Pemerintah yang memberikan pelayanan  sesuai dengan standard
	Devenisi Operasional
	Jumlah rumah sakit yang yang  melaksanakan SPM Rumah Sakit dan mendapat status akreditasi paripurna.

	TARGET  & REALISASI

	2016
	2017
	2018

	T
	R
	T
	R
	T
	R

	2
	3
	3
	5
	4
	3


Gambaran puskesmas yang melaksanakan pelayanan sesuai standar di Sumatera Barat tahun 2016 – 2018 dapat dilihat seperti grafik berikut ini.
Grafik 4. 17   Jumlah Rumah Sakit  Memberikan Pelayanan Sesuai Standar
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018
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Pencapain indikator rumah sakit yang melayani sesuai dengan standard mengalami fluktutatif dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2018 dari 4 (empat) rumah sakit yang ditargetkan hasil yang diperoleh adalah 3 (tiga) rumah sakit dengan capain 75 %. 
c). Persentase KK yang dikunjungi dalam pelaksanaan program PIS-PK
	Devenisi Operasional
	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam wilayah puskesmas lokus PIS-PK  untuk melakukan kunjungan awal ( pendataan ) dengan menggunakan kuesioner PIS-PK / Total KK yang ada x 100

	TARGET  & REALISASI

	2016
	2017
	2018

	T
	R
	T
	R
	T
	R

	NA
	NA
	70%
	70%
	75%
	65,51 %


Persentase KK yang dikunjungi dalam pelaksanaan program PISPK Tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan, target 75%, realisasi 65.51% dengan capaian (87.35 %). 
d).Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan anggaran JKSS
	Devenisi Operasional
	Jumlah Kab/Kota yang menyediakan anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) / Total Kab/Kota yang ada x 100

	TARGET  & REALISASI

	2016
	2017
	2018

	T
	R
	T
	R
	T
	R

	100
	100
	100
	100
	100
	100


Dalam pembiayaannya, program JKSS dilakukan melalui sharing dana antara provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2018 sharing dana yang telah ditetapkan adalah 20 % provinsi dan 80 % kab/kota dari jumlah peserta JKSS yang diusulkan oleh masing-masing kab/kota. Sejak program ini diluncurkan, seluruh kab/kota komit untuk menyediakan anggaran 100 %, hal ini sesuai dengan jumlah masyarakat yang didaftarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
c) Persentase Kesalahan dalam Validasi Data Kepesertaan JKSS
	Devenisi Operasional
	Jumlah data kepesertaan JKSS yang diusulkan yang mengalami kesalahan dalam validasi data dengan pihak BPJS / Total data  JKSS  x 100

	TARGET  & REALISASI

	2016
	2017
	2018

	T
	R
	T
	R
	T
	R

	5,3 %
	5,3 %
	5
	4,7
	4,5
	2


d) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan dan Peran Lintas Sektor dalam Mendukung Advokasi Program JKN
	Devenisi Operasional
	Jumlah Kab/Kota Yang Memiliki Kebijakan Dalam Mendukung Program JKN  / Total Kab/Kota  x 100

	TARGET  & REALISASI

	2016
	2017
	2018

	T
	R
	T
	R
	T
	R

	1
	1
	2
	2
	3
	3


e) Persentase Peningkatan Kepesertaan Mandiri
	Devenisi Operasional
	Persentase Peserta Mandiri Yang Ikut Program JKN  / Total Penduduk  x 100

	TARGET  & REALISASI

	2016
	2017
	2018

	T
	R
	T
	R
	T
	R

	9,92
	9,92
	11
	11,7
	13
	13,5


f) Jumlah Puskesmas yang melakukan Asuhan mandiri Kesehatan Tradisional 
	Devenisi Operasional
	Jumlah Komulatif Puskesmas Yang Melakukan Asuahn Mandiri Kestrad, Ramuan dan Keterampilan dalam tahun berjalan.

	TARGET  & REALISASI

	2016
	2017
	2018

	T
	R
	T
	R
	T
	R

	NA
	NA
	28
	28
	53
	59


a. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat. 
Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini kepesertaan jaminan kesehatan nasional adalah 77,9%, sedangkan cakupan Sumatera Barat adalah 77,4%.  Jika dilihat per segmen kepesertaan, cakupan nasional lebih besar pada kepesertaan PBI, sedangkan untuk peserta mandiri Sumatera Barat lebih tinggi yaitu 15,5% dibandingkan nasional 11,49%.
b. Jumlah Pembinaan puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar.
Pembinaan puskesmas kepada puskesmas dailkukan untuk melihat kondisi srana dan prasarana serta alat kesehatan yang dimiliki oleh puskesmas melalui pengisian ASPAK dengan target 82 Puskesmas. Realisas kegiatan ini adalah 100 %.

Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan

Akses layanan rujukan ditujukan untuk pembentukkan PSC 119 di Kabupaten/kota. Dari 5 (lima) Kab/Kota yang merencanakan pembentukkan PSC 119 pada tahun 2018,  baru 2 (dua) Kab/Kota yang telah merealisasikan pembentukkan PSC 119 yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok. 

Jumlah pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (prioritas)

Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan akanmelaksanakan Program Telemedicine di 10 Provinsi termasuk Provinsi Sumatera Barat. 
Tabel 4. 1Rumah Sakit Pengampu dan Yang Diampu

Jejaring Pelayanan Telemedicine di Sumatera Barat Tahun 2018
	NO
	NAMA RUMAH SAKIT
	TELEMEDICINE

	
	
	PENGAMPU
	DIAMPU

	1
	RSUP DR.M.Jamil Padang
	V
	

	2
	RSUD Pariaman
	V
	

	3
	RSUD Lubuk Basung
	
	V

	4
	RSUD Sei Dareh
	
	V

	5
	RSUD Pasaman Barat
	
	V

	6
	RSUD Sujunjung
	
	V


Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar

Penetapan keempat rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan berdasarkan penetapan dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Rumah Sakit Dr. M.Djai amil Padang sebagai rumh sakit rujukan nasional adalah sebauh rumah sakit dengan klasifikasi A dan   3 (tiga) RSUD Provinsi dengan klasifikasi B. Seluruh rumah sakit rujukan tersebut diatas sudah terakreditasi SNAR dengan status Paripurna.

c. Indikator meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan penunjang

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang siap di akreditasi. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan akreditasi terhadap 7 (tujuh) Rumah Sakit yaitu RSUD Pasaman Barat, RSUD Sawahlunto, RSUD Lubuk sikaping, RSUD Sei dareh, RSUD Arosuka, RSU Unand Padang, dan RSUP Dr.M.Djamil Padang. Pada tahun 2018 juga dilakukan akreditasi terhadap laboratorium kesehatan yaitu Labor Kesehatan Dasar Lubuk Sikaping.
Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Daerah Terpencil/Sangat Terpencil

Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terepencil pada tahun 2018 dilaksanakan pada 3 kabupaten (100%)  yaitu :

· Kabupaten Pasaman Barat.
· Kabupaten Pesisir Selatan 

· Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jumlah Pembinaan Puskesmas yang Berkerjasama dengan UTD dan RS Dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan yang berkerjasama dengan UTD dan RS tercapai 100% dari target 45 puskesmas. Pembinaan dilakukan terhadap puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan  Memorandum of Understanding (MoU) yaitu 13 kabupaten/kota. 
Jumlah Pembinaan Puskesmas dalam Program Inodesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

Capaian pembinaan puskesmas dalam Program Inodesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 100% dari target 67 puskesmas. 
Jumlah Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis

Layanan pembinaan program dan rencana kerja teknis dengan target 3, capain 3 (100%), layanan pembinaan berupa pertemuan Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE), pertemuan Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu (Sisrute) dan pertemuan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Jumlah Layanan Internal

Layanan internal berupa pemberian honor kegiatan kepada pengelola satuan kerja (Satker 04) yang dapat terlaksana dengan baik (100%).
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang Siap diakreditasi

Cakupan Kecamatan yang memiliki 1 puskesmas terakreditasi hingga Tahun 2018 adalah 157 Kecamatan (89,71%) dari 175 Kecamatan yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan untuk cakupan puskesmas yang terakreditasi capaian Sumatera Barat lebih tinggi yaitu 217 puskesmas (78,9%) Jika dibandingkan  dengan capaian nasional 4.223 puskesmas  (42,98%) dari 9.825 puskesmas. 

Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. 

Indikator Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional Tahun 2018 dengan target 1 Puskesmas, realisasi 6 Puskesmas (600%). 
BAB VI 

KESIMPULAN

Secara umum pembangunan kesehatan telah menunjukkan suatu keberhasilan dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dapat disimpulkan beberapa hal : 
1. Belum semua Kab/Kota mampu mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab/Kota.

2. Salah satu tantangan di era desentralisasi adalah adanya disparitas sumber daya di daerah dan dinamisasi tata kelola pemerintahan yang akan berdampak terhadap capaian program kesehatan.

3. Akreditasi Puskesmas belum mempunyai daya ungkit terhadap program, karena pelaksanaan Manajemen Puskesmas belum optimal. Demikian pula halnya dengan tindak lanjut dari Pendataan PIS PK  belum dilakukan intervensi lanjutan, sehingga belum mendorong upaya-upaya pencapaian program.

4. Persentase Ibu Hamil KEK  Yang Mendapat Makanan Tambahan dengan capaian 95.2% dari target 70% (mencapai target).
5. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet Selama Masa Kehamilan) dengan capaian sebesar 79.9,% dari target 87%. (tidak mencapai target).
6. Persentase Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan  dengan capaian sebesar 90.0% dari target 85%. (mencapai target).
7. Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Rawatan dengan capaian sebesar 100% dari target 100%. (mencapai target).
8. Persentase Remaja Puteri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD dengan capaian sebesar 33.0% dari target 25%. (mencapai target).
9. Persentase Ibu Hamil Yang  Pertama Kali Memeriksakan Kehamilan Pada Tenaga Kesehatan (K1) dengan capaian sebesar 89,00% dari target 91%. (tidak mencapai target).
10. Persentase Ibu Nifas Yang Mendapat Pelayanan Pertama Kali Oleh Tenaga Kesehatan (KF1) dengan capaian sebesar 82,05% dari target 83%.(mencapai target). 
11. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Neonatal Esensial Sesuai Standar dengan capaian sebesar 100% dari target 84%. (mencapai target).
12. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan SDIDTK dengan capaian sebesar 90,41% dari target 81%. (mencapai target).
13. Persentase Sekolah Yang Melaksanakan Penjaringn Keehatan Untuk Peserta Didik Klas 1, 7 Dan 10 dengan capaian sebesar 95,57% dari target 70%. (mencapai target).
14. Persentase Puskesmas Dengan Posyandu Lansia Aktif Di Setiap Desa dengan capaian sebesar 90,68% dari target 40%. (mencapai target).
15. Ada 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yaitu Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet Selama Masa Kehamilan) dengan capaian sebesar 79.9,% dari target 87 dan Perrsentase Ibu Hamil Yang  Pertama Kali Memeriksakan Kehamilan Pada Tenaga Kesehatan (K1) dengan capaian sebesar 89,00% dari target 91%..
16. Indikator Kesehatan Lingkungan yang mecapai target pada Tahun 2018 adalah Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan, Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat.
17. Indikator Kesehatan Lingkungan yang tidak mecapai target pada Tahun 2018 adalah Presentase keluarga yang memiliki jamban sehat, Jumlah Rumah sakit yang mengelola Limbah Medis yang sesuai standard, Presentase Air Minum yang dilakukan pengawasan, Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Presentase Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan,  Jumlah Pasar yang memenuhi syarat kesehatan.
18. Beberapa indikator kesehatan lingkungan yang tidak mencapai target antara lain disebabkan karena upaya pencapaian target sangat terkait dengan lintas sektor lain. Disamping itu pelaporan kesehatan lingkungan melalui e monev kesehatan lingkungan, sedangkan penginputan belum optimal dilakukan oleh sanitarian puskesmas.
19. Cakupan imunisasi dasar lengkap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yaitu 74,2%.
20. Ketepatan laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon Tahun 2018. Adalah 90,7%, dengan kelengkapan laporan 96,8%.
21. Alert Kejadian Luar Biasa dengan alert yang di respon < 24 jam 88,06 %.
22. Acute Flaccid Paralisis rate 2,88 per 100.000 anak umur kurang 15 tahun
5.2. Saran

1. Perlu komitmen yang kuat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melaksanakan program dengan mengacu pada indikator program yang akan dicapai termasuk Indikator Standar Pelayanan Minimal.

2. Perlu penguatan manajemen program dan manajemen logistik di daerah yang dimulai dengan perencanaan yang baik agar capaian program ke depan semakin meningkat.

3. Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara nasional dilakukan dengan prinsip konkuren yaitu dilaksanakan bersama antara unsur pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kab/kota). Oleh karena itu setiap permasalahan penyakit dan faktor risiko yang timbul di suatu wilayah, perlu ditangani secara bersama-sama.

4. Perencanaan program perlu mempertimbangkan sinkronisasi kegiatan di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota sehingga akan terjadi sharing pembiayaan program P2M terutama untuk pencapaian target SPM Kab/Kota.

5. Proses akreditasi puskesmas yang merupakan perbaikan tata kelola klinis dan tata kelola manajemen seharusnya dapat meningkatkan capaian program P2M sehingga perlu selalu melakukan sinergi antara pelaksanaan manajemen puskesmas yang berorientasi akreditasi dengan capaian program P2M yang merupakan salah satu bagian dari  upaya kesehatan masyarakat dalam akreditasi puskesmas. Yang pada akhirnya akreditasi puskesmas akan berdampak terhadap peningkatan capaian dan kualitas program P2M, demikian pula yang  diharapkan dari Intervensi lanjutan dari Pendataan PIS PK

6. Meningkatkan dan  memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan program dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh pengelola kesehatan di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator program serta memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka implementasi serta monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu.
7. Meningkatan kerjasama lintas sektor, terutama terkait dengan sector yang mempunyai kewenangan pembangunan secara fisik bidang sanitasi, meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk CSR.
8. Pengawasan serta asistensi terhadap semua pelaporan yang berbasis web atau e monev di Bidang Kesehatan Masyarakat.
9. Sosialisasi advokasi program imunisasi kepada lintas program dan lintas sektor.
10. Perlu kepatuhan dan kesinambungan dari pengelola program untuk pelaporan kewaspadaan dini respon penemuan.
11. Komitmen pengelola program untuk melakukan respon terhadap alert dan segera melakukan verifikasi dalam waktu 24 jam.
12. Perlu dukungan dari lintas program dan lintas sektor untuk penemuan acute flaccid paralisis.
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